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KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 651 TAHUN 2023
TENTANG

BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN
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Mengingat : 1.

KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Kepala
BadanKependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga
Balita Holistik Integratif (BKB HI);

bahwa Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
Unggulan merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan orang tua dan keluarga
balita terkait pengasuhan anak secara menyeluruh dalam
memenuhi kebutuhan esensial anak secara optimal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walik Kota tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
Unggulan Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang  (Lemabaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Ngara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kinerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nommor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

Peraturan Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi
Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia

Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1398);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
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Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 7)

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2022 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Bina Keluarga Balita Holistik Unggulan Kota Banjarmasin
Tahubn 2023 adalah Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik
Integratif Unggulan Anisa Kelurahan Banua Anyar
Kecamatan Banjarmasin Timur

Kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita tentang
Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dan
menjamin komitmen penyelenggraan 6 (enam) layanan yang
terdiri dari:

a. Administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan
kesehatan baduta;

Pengasuhan/ parenting bersama;

Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
Pembentukan karakter bayi bawah dua tahun;

Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi,
perlindungan bayi bawah dua tahun;

f. Rujukan konseling / perawatan / bantuan sosial.

opog

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan
pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaanb
ketahanan dan kesejahteraan keluarga Dinas Pengendalian
Penduduk  Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyrakat Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
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WALI KOTA BANJARMASIN,
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